
Copyright (c) 2023 Rudy Harold, Dondick W. Wiroto 

DYNAMICS OF RURAL SOCIETY JOURNAL 

Vol. 01 No. 01 Januari 2023, Pages 20-31 

Website: https://drsj.fis.ung.ac.id/index.php/DRSJ 

Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road bagi 

Petani di Desa Talulobutu Selatan 

Socio-Economic Impacts of Gorontalo Outer Ring Road Development for 

Farmers in Talulobutu Selatan Village 

Rudy Harold1*), Dondick Wicaksono Wiroto1) 

1) Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo 
*)Corresponding Author: rudy_harold@ung.ac.id 

ABSTRACT 

Development of road infrastructure is one of the priorities of the Indonesian government to accelerate 

the recovery of Indonesia's economic conditions after the economic crisis that took place during the 

New Order government. This study aims to explore and analyze data and facts that will show various 

local social and economic issues in the farming community in the GORR construction site. This study 
uses a qualitative method. The results of this study indicate that In Gorontalo, the Gorontalo Outer 

Ring Road (GORR) road infrastructure development project is one of the government's strategies to 

improve the welfare of the people of Gorontalo. The construction of the ring road is intended to 
reduce traffic congestion (congestion), speed up the distribution of goods and people from the port to 

Djalaluddin Airport. However, in reality, the project also had an unfavorable impact on the farming 

community around the road infrastructure development area. This reality is the background for 
writing this scientific paper with the formulation of the problem of how the socio-economic impact of 

the construction of the Gorontalo Outer Ring Road (GORR) has been for farming communities in 

Talulobuto Selatan Village, Tapa District, Bone Bolango Regency which is the location for the GORR 
construction. 

Keywords: Socio-economic Impacts, Gorontalo Outer Ring Road (GORR), Farmers 

ABSTRAK 

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia untuk 

mempercepat pemulihan kondisi ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi yang berlangsung pada 
masa pemerintahan Orde Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis data dan 

fakta yang akan memperlihatkan berbagai isu sosial dan ekonomi lokal pada masyarakat tani yang ada 

di lokasi pembangunan GORR. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa di Gorontalo, proyek pembangunan infrastruktur jalan Gorontalo Outer Ring 
Road (GORR) merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Gorontalo. Pembangunan jalan lingkar itu dimaksudkan untuk mengurangi beban lalu 

lintas (kemacetan), mempercepat distribusi barang dan orang dari pelabuhan ke Bandara Djalaludin. 
Namun pada kenyataannya, proyek tersebut juga membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat 

khususnya petani di sekitar kawasan pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Realitas inilah yang 

melatarbelakangi penulisan karya ilmiah ini dengan rumusan masalah bagaimana dampak sosial 
ekonomi pembangunan jalan lingkar luar Gorontalo (GORR) bagi masyarakat tani di Desa Talulobuto 
Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango yang menjadi lokasi pembangunan GORR. 

Kata Kunci: Dampak Sosial Ekonomi, Gorontalo Outer Ring Road (GORR), Petani 
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PENDAHULUAN 

Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur jalan dimaksudkan untuk mendorong terciptanya 
pertumbuhan ekonomi di satu wilayah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan, bahwa pembangunan 

infrastruktur jalan telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan produktifitas dan mengurangi biaya produksi (Slamet Mulyono, dkk, 2010; Khazanah 

Nasional, dalam Slamet Mulyono, dkk, 2010). Berdasarkan pertimbangan itu juga maka pemerintah 
menetapkan aturan mengenai pembangunan infrastruktur jalan dalam UU No. 17 Tahun tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian juga dijabarkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan tujuan untuk mendorong percepatan 
pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

Memang tak dapat dipungkiri bahwa pembangunan jalan sangat efektif untuk lebih memperlancar 

mobilisasi barang dan jasa, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah (ekonomis) 
berbagai komoditas. Namun demikian, beberapa hasil temuan penelitian juga membuktikan kurang 

berartinya peningkatan pendapatan masyarakat dengan adanya pembangunan jalan tol di daerahnya. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Matius Mitrandi Sembiring (2022) yang menganalisis 
dampak pembangunan jalan tol Pekanbaru-Minas terhadap pendapatan masyarakat. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pendapatan bulanan penduduk dari berbagai jenis 

pekerjaan/usaha yang bertempat tinggal di kawasan persimpangan jalan tol Pekanbaru-Minas. Selain 
itu, penelitian yang dilakukan oleh Sumaryoto (2010), lebih mempertegas bahwa pembangunan jalan 

tol di pulau Jawa telah banyak mengalihfungsikan atau mengkonversi lahan pertanian rakyat dan 

berbagai fasilitas bangunan yang menunjang peningkatan produktifitas pertanian masyarakat. Hasil 

penelitian ini mencatat, bahwa ada kurang lebih 655.400 hektar lahan pertanian di wilayah Jawa yang 
dikonversi demi keperluan pembangunan jalan tol. Kondisi ini jelas akan menjadi ancaman bagi 

ketahanan pangan masyarakat di masa yang akan datang. 

Telaah terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam proses pembangunan infrastruktur jalan, juga 
menunjukkan perlunya pendekatan yang bukan hanya semata dari rumpun ilmu eknomi, tapi juga dari 

berbagai perspektif keilmuan yang lain, bahkan hasil kajian yang dilakukan oleh James Davidson 

menemukan betapa faktor politis telah menambah kerumitan persoalan dalam pembangunan jalan di 

Indonesia. 

Pasca krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia, cita-cita pemerintah Indonesia untuk membangun 

berbagai proyek infrastruktur jalan di masa pemerintah SBY mengalami kegagalan (Jamie S. 

Davidson, 7: 2019). Sementara harapan pemerintah pada masa itu begitu besar untuk membangkitkan 
kembali kejayaan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan berbagai mega proyek pembangunan 

infrastruktur jalan di masa pemerintahan orde baru. Kegagalan ini yang menjadi fokus penelitian 

Jamie S. Davidson.  

Sejak awal tahun 1990-an, sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah 

tidak lagi sepenuhnya dari pemerintah tetapi juga menggali dari pihak swasta. Pelibatan pihak swasta 

ini diharapkan menjadi solusi terbaik atas persoalan keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh 

pemerintah Indonesia (khususnya di era pemerintahan SBY) dalam mencapai impian mewujudkan 

ketersediaan infrastrukur berkualitas yang diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Namun pada kenyataannya akar penyebab kegagalan pembangunan infrastruktur di Indonesia lebih 

rumit dan kompleks. Memahaminya tidak cukup memadai hanya dengan menggunakan pendekatan 
ekonomi. Pelajaran berharga dari proses pembangunan jalan tol di pulau Jawa memperlihatkan bahwa 

kendala utama mega proyek tersebut lebih disebabkan oleh faktor politis ketimbang ekonomis, 

finansial dan administratif (Davidson, 2019). 

Untuk itu kajian Jamie S. Davidson terhadap persoalan tersendat-sendatnya pembangunan jalan di 

Indonesia menggunakan pendekatan sosiologi politik lebih tepatnya sosiologi politik pembangunan 

infrastruktur. Pendekatan ini bagi Davidson sangat membantu untuk menjelaskan proses dan kekuatan 

informal. Analisis tersebut dipandang sangat penting melihat lembaga-lembaga formal yang diberi 
kewenangan dalam mengelola pembangunan infrastruktur di Indonesia lemah dan rentan menjadi 

tawanan-tawanan kepentingan penuh kuasa (elite capture) (Davidson, 50:2019). 
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Sekilas penjelasan tentang isu dalam pembangunan infrastrukur diatas juga nampak dalam 

pembangunan jalan lingkar (ring road) di Gorontalo. Proyek pembangunan jalan lingkar Gorontalo 
yang juga biasa disebut dengan istilah GORR (Gorontalo Outer Ring Road) sudah dimasukan dalam 

kebijakan RTRW Provinsi Gorontalo tahun 2010-2030 dan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2011. 

Namun, karena keterbatasan dana nanti dapat di realisasikan sekitar tahun 2014. Adapun tujuan utama 

dari pembangunannya adalah untuk mengurangi beban lalu lintas (kemacetan) yang menghubungkan 
Bandara Djalaludin dengan Pelabuhan Ferry (Wasanta, Tilaka, Sawolino Bertho Orbarin Sowolino, 

2019), serta meningkatkan konektivitas wilayah  dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Gorontalo. 

 

 
Gambar 1. Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo (Gorontalo Outer Ring Road) 

 

Pada sisi lain, pembangunan jalan tersebut juga membawa dampak bagi masyarakat petani. 
Penggunaan lahan pertanian untuk pembangunan GORR telah menimbulkan penurunan produksi 

pertanian yang kemudian menimbulkan efek lainnya bagi masyarakat petani. Sementara itu sektor 

ekonomi atau lapangan usaha lainnya belum berkembang secara signifikan. Masalah ini semakin rumit 
ketika proses negosiasi pembebasan lahan jauh dari harapan masyarakat sehingga ganti rugi yang 

diberikan tidak cukup memadai untuk menciptakan sumber penghidupan baru bagi rakyat yang 

lahannya digunakan untuk pembangunan GORR. 

Berdasarkan penjelasan ringkas tersebut diatas maka persoalan penelitian yang akan dijawab adalah 
bagaimana dampak sosial ekonomi pembangunan GORR bagi masyarakat tani di lokasi pembangunan 

infrastrukur jalan tersebut, khususnya petani di Desa Talulobuto Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten 

Bone Bolango. Dengan harapan semoga penelitian ini cukup memadai untuk menggali dan 
menganalisis data dan fakta yang akan memperlihatkan berbagai isu sosial dan ekonomi lokal pada 

masyarakat tani yang ada di lokasi pembangunan GORR. 

Terkait dengan persoalan dan tujuan penelitian di atas, penjajakan literatur ilmiah menunjukkan masih 
sangat minimnya kajian yang secara khusus menganalisis tentang realitas sosial ekonomi masyarakat 

tani di sekitar lokasi pembangunan GORR. Beberapa tulisan tentang GORR yang peneliti temukan 

menganalisis aspek teknis dan manajemen dari pembangunan infrastruktur jalan tersebut dengan 

menggunakan perspektif ilmu teknik dan ekonomi (Tilaka Wasanta, dkk, 2019; Aneta Yanti dan 

Juriko Abdussamad, 2018). 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Merujuk pada penjelasan John W. Creswell 
dalam Patilima (2011), metode penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk 

memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan penciptaan gambar holistik yang di 

bentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah 

latar ilmiah. 

Mazhab Baden menegaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang alami. 

Rancangan penelitian kualitatif bersifat natural, artinya peneliti tidak berusaha mengubah lokasi 

(setting) studi atau mengganggu aktivitas partisipan penelitian dengan pemberian perlakuan tertentu. 
Namun, peneliti berusaha untuk memahami fenomena yang dirasakan oleh individu saat mereka 

mengalaminya (verstehen) (Muhammad Idrus, 2009). 

Metode penelitian kualitatif merupakan teknik untuk menggambarkan aktivitas dan perilaku yang 

dapat diamati dari objek penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah mengungkapkan peristiwa yang 

terjadi di lapangan, bukan menjelaskan temuan penelitian dengan menggunakan data statistik. 

Demi mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan dua sumber data yakni sekunder dan 

primer. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan kepustakaan tersebut di perlukan guna 
melengkapi, menjelaskan dan menafsirkan data-data primer yang didapat dari penelitian. Data 

sekunder merupakan data-data penunjang dalam penelitian ini yang diperoleh dari lembaga/instansi 

yang terkait dalam penelitian. Data sekunder bisa berasal dari bahan kepustakaan seperti buku dan 
referensi-referensi yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Untuk data primer, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data obeservasi dan wawancara. Adapun penentuan informan menggunakan 

teknik purporsive dan snowball sampling. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Seperti kebanyakan desa lainnya yang ada di Kecamatan Tapa, masyarakat di Desa Talulobuto Selatan 

sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan data komposisi penduduk menurut 

sumber mata pencaharian utama dari pemerintah Desa Talulobutu Selatan pada tahun 2018, ada 
kurang lebih 56 orang yang pekerjaan utamanya adalah sebagai petani, selebihnya bekerja sebagai 

ASN (35 orang), perangkat desa (9 orang), TNI dan POLRI (5 orang), dan peternak (5 orang). 

Adapun luas lahan yang dimanfaatkan oleh para petani di desa ini kurang lebih 36 hektar yang terdiri 
dari 18 hektar lahan yang mendapat irigasi secara memadai dan sisanya tidak mendapatkan pasokan 

air dari sistim irigasi secara baik. Rata-rata keluarga petani di desa ini mengolah lahan pertanian 

kurang dari 5 hektar.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, produksi lahan persawahan di Desa Talulobutu Selatan 

selama tiga tahun belakangan ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Dinamika Ekonomi Masyarakat Tani Desa Talulobutu Selatan Pasca Pembangunan GORR 

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan ekonomi masyarakat di Desa Talulobutu 

Selatan yang menjadi lokasi penelitian dan pembangunan GORR, maka penelitian ini memanfaatkan 

data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan produksi di Kabupaten Bone 

Bolango pada periode tahun 2016-2020. 

Selain itu, untuk lebih menggali kondisi ekonomi masyarakat tani di Desa Talulobutu Selatan setelah 

pembangunan GORR, penelitian ini juga mencoba untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari 
hasil observasi di lokasi penelitian dan wawancara langsung dengan beberapa petani di Desa 

Talulobutu Selatan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kab. Bone Bolango berikut akan disajikan PDRB dengan 
pendekatan produksi di Kabupaten Bone Bolago pada periode tahun 2016-2020 (tabel 5.2.1; tabel 

5.2.2; tabel 5.2.3) 
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Tabel 5.2.1 Produk Domistik Regional Bruto Kab. Bone Bolango Atas Dasar Harga  

Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016-2020 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sumber: BPS Kab. Bone Bolango 2016-2020 
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Tabel 5.2.2 Distribusi Produk Domistik Regional Bruto Kab. Bone Bolango Atas  

Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2020 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

Sumber: BPS Kab. Bone Bolango 2016-2020 
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Tabel 5.2.3 Laju Pertumbuhan Produk Domistik Regional Bruto Kab. Bone Bolango 

Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2020 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber: BPS Kab. Bone Bolango 2016-2020 

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa struktur ekonomi Kabupaten Bone Bolango 

masih sangat ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Dengan kata lain belum ada 
perubahan struktur ekonomi yang berarti di desa–desa yang berada di Kabuptaen Bone Bolango 

sesudah pembangunan GORR. Hal mana juga diungkapkan oleh Bapak Madjid Jusuf, selaku Kepala 

Desa Talulobutu Selatan, yang mengatakan bahwa manfaat utama dari pembangunan GORR tidak lain 
untuk keperluan pergerakan barang dan orang dan tidak memberikan pengaruh signifikan bagi 

perekonomian masyarakat Desa Talulobutu Selatan, apalagi bagi masyarakat tani di desa ini. Justru 

menurutnya, pembangunan jalan ini telah mengurangi lahan pertanian masyarakat.  

Selanjutnya diungkapkan juga tentang keberadaan dari beberapa pelaku usaha ekonomi informal yang 

memanfaatkan ruas jalan GORR, yang menurut pengamatan Bapak Madjid Jusuf, masih belum 

dikelola dengan baik karena ketiadaan beberapa fasilitas di sepanjang GORR untuk menunjang 

kenyamanan dan keamanan bagi pelaku usaha dan konsumen yang memanfaatkan ruas jalan lingkar 
luar Gorontalo. Bahkan ada kecenderungan sejak adanya GORR jumlah kecelakaan lalu lintas dan 
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kriminalitas di Desa Talulobutu Selatan mengalami peningkatan karena belum adanya rambu-rambu 

lalu lintas dan penerangan jalan di jalan GORR. 

Indikator lain yang bisa jadi rujukan untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi di desa tersebut 

adalah ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi dan berdasarkan data yang diperoleh di desa 

tersebut belum terjadi penambahan sarana dan prasarana ekonomi yang signifikan (BPS Kab. Bone 

Bolango, 2020). 

Kondisi perekonomian ini memperlihatkan bahwa pembangunan GORR belum dapat mendorong 

terciptanya pertumbuhan ekonomi di berbagai lapangan usaha tanpa ditunjang oleh kebijakan 

pemerintahan lainnya yang diharapkan bisa memanfaatkan secara maksimal potensi ekonomi dan 

modal sosial yang miliki oleh masyarakat Desa Talulobutu Selatan. 

Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah dampak pembangunan GORR bagi masyarakat tani di Desa 

Talulobutu Selatan? Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti mencoba untuk menganalisisnya dengan 

melakukan observasi dan wawancara dengan sejumlah petani di Desa Talulobutu Selatan dan instansi 

pemerintah terkait (pemerintah Desa Talulobutu Selatan dan instansi BP3K Kecamatan Tapa) 

Bagi petani di Desa Talulobutu Selatan, ketersediaan infrastruktur jalan sangat dibutuhkan tidak lain 

untuk mendistribusikan berbagai kebutuhan alat produksi pertanian dan hasil panen. Semakin 
berkualitas infrastruktur jalan yang tersedia maka akan meningkat juga nilai tambah yang dapat 

dicapai oleh setiap lapangan usaha, khususnya di sektor pertanian. Namun tampaknya bagi masyarakat 

tani di Desa Talulobutu Selatan, ketersediaan jalan untuk menunjang usahat tani mereka sudah 
memadai bahkan sebelum adanya jalan lingkar luar Gorontalo. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

pemerintah Desa Talulobutu Selatan dan instansi BP3K Kecamatan Tapa bahwa distribusi barang dan 

hasil pertanian di Desa Talulobutu Selatan tidak berlangsung di desa dan kecamatan yang berada di 

Kabupaten Gorontalo sehingga adanya pembangunan GORR tidak berpengaruh bagi pengurangan 

biaya distribusi / transportasi yang dikeluarkan oleh petani di Desa Talolobutu Selatan. 

Hal ini tidak mengherankan karena memang pembangunan GORR dimaksudkan untuk mengalihkan 

pergerakan kendaraan di dalam Kota Gorontalo dan Limboto sehingga volume kendaraan yang 
bergerak di kedua kota tersebut berkurang. Dengan kata lain, sejak dari awal pembangunan GORR 

bukan ditujukan untuk kepentingan masyarakat tani di Desa Talulobutu Selatan. 

Justru sebaliknya pembangunan GORR telah mendatangkan kerugian bagi petani di Desa Talulobutu 
Selatan yang lahannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Berdasarkan data 

yang peroleh ada kurang lebih 8 (delapan) hektar lahan pertanian masyarakat di desa tersebut yang di 

bebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan GORR dan ironisnya biaya pembebasan 

yang diterima oleh petani tidak cukup lagi untuk menyediakan lahan pertanian yang sama dengan 
lahan yang sudah digunakan untuk pembangunan GORR. Sehingga petani lahan padi sawah di desa 

tersebut beralih sumber penghidupan dengan berkebun atau berdagang (buka toko eceran atau warung 

makan). Inilah yang menjadi keluhan masyarakat, sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak FM dan 
Bapak IM bahwa pada sosialisasi awal pemerintah menjanjikan akan memberikan harga pembebasan 

lahan yang akan sangat menguntungkan bagi masyarakat yakni 1 : 2, artinya aset yang dimiliki oleh 

masyarakat akan berlipat ganda dengan adanya pembangunan jalan tersebut. Janji ini kemudian yang 

menghadirkan istilah “ganti untung” yang bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang 
kerugian karena pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang disimbolisasikan dengan istilah 

“ganti rugi”. Tapi kenyataannya janji itu diingkari karena tindak korupsi dari beberapa aparatur 

pemerintah. 

Fakta ini menunjukkan betapa sering kali terjadi pembangunan infrastruktur jalan mengabaikan 

kepentingan masyarakat tani, sehingga tidak mengherankan bila masyarakat tani melakukan penolakan 

terhadap beberapa pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia. 

Hal ini juga menegaskan betapa pentingnya untuk menganalisis lebih lanjut kebijakan-kebijakan 

pembangunan infrastruktur jalan agar tidak kemudian memarginalkan masyarakat petani. Dalam hal 

inilah, perspektif pembangunan sosial diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran agar suatu 

pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya mengutamakan kemajuan pada sisi ekonomi namun 
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kemudian mengabaikan aspek lainnya yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu program 

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Beberapa konsep mengenai pembangunan sosial yang ada lebih merujuk kepada sebuah proses 

transformasi atau perubahan, misalnya saja Tjokroamidjojo yang mengatakan, pembangunan 

merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, alasan utamanya sebab di dalamnya meliputi 

berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, 
pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk 

memperbaiki kualitas hidupnya (Nurcholis, Kartono, Aisyah, 2016) 

Selain itu, Zastrow (2010) tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial, 
ekonomi, kesehatan, dan rekreasi setiap anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, program 

pelayanan sosial berbasis masyarakat dibuat dari kebijakan sosial; akibatnya, beragam inisiatif 

kebijakan di berbagai negara terus mengaktualisasikan atau memenuhi semua tuntutan masyarakat 

umum. 

Oleh karena itu, kebijakan sosial ini dapat dipahami secara sempit dan luas. Program-program 

pelayanan sosial di bidang kesejahteraan sosial, seperti pelayanan sosial di bidang kesehatan, 

pelayanan sosial di bidang pendidikan, pelayanan sosial di bidang perumahan dan pelayanan sosial 
perorangan, merupakan contoh kebijakan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan sosial 

sering dianggap sebagai kebijakan kesejahteraan sosial, atau apa yang dilakukan pemerintah yang 

mempengaruhi kualitas keberadaan manusia (Deacon, 2002). 

Posisi Jamrozik tentang konsep kebijakan sosial memberikan perspektif lain tentang makna kebijakan 

sosial. Jamrozik mendefinisikan kebijakan sosial sebagai metode untuk mendistribusikan sumber daya 

masyarakat yang tersedia dengan maksud memperoleh hasil tertentu sesuai dengan harapan nilai-nilai 

masyarakat yang berlaku dan maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan (Jamrozik. 

2001). 

Namun demikian, pembangunan sosial budaya ini mengandung prinsip-prinsip yang tidak mudah 

diterima oleh logika kemajuan material seperti yang diuraikan dalam pengertian-pengertian 
sebelumnya, yaitu adanya faktor-faktor sosial dan kemanusiaan seperti perdamaian, otonomi, 

solidaritas, demokrasi, kesejahteraan, termasuk kebahagiaan. Dalam logika yang ada, semua variabel 

tersebut harus dapat dimasukkan ke dalam perhitungan input-output pembangunan yang menekankan 
pada dimensi kuantitatif dan berpegang pada logika perencanaan dan prinsip efisiensi. Apalagi logika 

sosial budaya yang cenderung berorientasi pada efektivitas (menghasilkan kesejahteraan nyata bagi 

masyarakat) harus dapat diakomodasi. Selain itu, gagasan profesionalisme teknokrat harus mengalah 

pada prinsip community engagement. Dalam artian, ekspansi ekonomi atau material harus diimbangi 

dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Wirutomo, 2013). 

Negosiasi Pembebasan Lahan Pertanian Untuk Pembangunan GORR 

Konsepsi negosiasi pada bahasan ini lebih kepada sebuah konsekuensi logis adanya konflik yang 
menjadi dinamika dalam masyarakat. Bahwa dari sekian banyak jalan dalam upaya resolusi konflik 

salah satu yang bisa diupayakan adalah cara negosiasi, begitupun halnya dengan konflik agraria dan 

negosiasi pembebasan lahan pembangunan GORR yang berada di Provinsi Gorontalo, yang dalam 

beberapa realitas sosial mengalami kebuntuan dalam penyelesainnya. 

Sejalan dengan hal di atas, persoalan konflik agaria menjadi sangat penting diperhatikan, sebab 

masalah ini dalam proses tertentu telah terjadi sejak jaman kolonial sampai saat ini. Sebagaimana 

Scott (1983) dan Popkin (1986) menjelaskan dalam tulisannya, bahwa dominasi yang dilakukan oleh 
kolonial saat itu mengakibatkan petani harus mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam atau 

agraria berdasarkan keinginan kolonial, karna dalam realitas yang ada bahwa tanah dikuasai oleh 

kolonial (Martua, 2008). 

Penetrasi oleh kolonial ini kemudian memunculkan berbagai perlawanan oleh masyarakat lokal saat 

itu, misalnya saja perlawanan Entong Gendut yang mengancam pemerintah kolonial melalui surat 

yang dikirimkan kepada Asisten Wedana pada tanggal 9 april 1916 dan pertikaian sengit di tanggal 10 

april 1916 antara pemerintah kolonial dan kelompok Entong Gendut (Imanudin, 2015). Konflik agraria 
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saat itu secara subtansial disebabkan oleh dominasi absolut kolonial dalam penumbuhan kapital. 

Namun pola konflik pertanahan saat ini telah berubah dan di pengaruhi oleh beberpa akar masalah. 

Maria (2008) menyebutkan paling tidak ada beberapa akar masalah pertanahan. Pertama, kurang 

tertibnya administrasi pertanahan masa lalu; Kedua, ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan 

tanah; ketiga, sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif; keempat, meningkatnya kebutuhan 

tanah, sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan karena ulah mafia tanah; kelima, peraturan 
perundangan saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertikal, demikian juga substansi 

yang diatur; keenam, masih banyaknya terdapat tanah terlantar; ketuju, kurang cermat notaris dan 

pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan tugasnya; kedelapan, belum terdapat pelaksanaan 
persepsi atau interprestasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang pertanahan; dan kesembilan, para penegak hukum belum kurang berkomitmen 

untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsumen dan konsisten (Nurdin, 2008). 

Persoalan-persoalan ini kemudian yang memicu banyak konflik agraria di Indonesia, misalnya saja 
dalam laporan Kompas pada tahun 2020 terjadi konflik agraria sebanyak 241 kasus yang dimana 

tertinggi disektor perkebunan, dimana jumalah ini naik 28 persen dibanding pada tahun 2019 

(Kompas, 2020). Yang menjadi pertanyaan selanjudnya adalah dari sekian banyak konflik tersebut, 

bagaimana upaya penyelesaian? 

Secara gamblang, konsepsi mengenai negosiasi banyak dipakai dalam upaya pencegahan konflik 

ataupun resolusi konflik yang ada di tengah masyarakat. Negosiasi sendiri dalam pengertian Friedrich-
Naumann-Stiftung adalah suatu proses dimana sedikitnya dua orang (atau lebih) berusaha mencapai 

sesuatu, agar hal itu tercapai dan kedua pihak harus menyepakati suatu cara pemecahan masalah, 

selanjutnya kedua pihak harus bekerjasama dalam pelaksanaan dari ‘kontrak’ yang telah disepakati 

(Inayah, 2014). 

Secara teoritik ada empat jenis pendekatan negosiasi. Pertama, yaitu pendekatan distributif win-lose 

approach, kedua, pendekatan kalah-kalah lose-lose approach, ketiga, pendekatan kompromi 

compromise approach dan pendekatan integratif atau win-win approach (Siswanto, 2017). Namun 
demikian, bahwa dalam sebuah proses penyelesaian masalah, terkadang proses negosiasi cenderung di 

abaikan, sehingganya menimbulkan masalah antara kedua belah pihak, begitupun halnya 

pembangunan GORR. 

Beberapa data yang terhimpun dari masyarakat, bahwa pemerintah melakukan pengabaian terhadap 

perjanjian harga pembebasan lahan, yang mana pada perjanjian awal sosialisasi tidak sesuai dengan 

kenyataan dan menurut masyarakat bahwa penentuan harga tanah yang dibeli, ditentukan secara 

sepihak oleh pemerintah, sehingganya sampai saat ini proses pembangunan jalan lingkar tersebut 

mendek.  

Jika dilihat dari proses pembangunan GORR, sebenarnya tidak luput dari persoalan ketidakmampuan 

para pihak bernegosiasi dengan baik. Misalnya saja pada tahun 2017 melalui laporan rri.co.id bahwa 
terjadi penggusuran lahan yang nanti akan dibangun jalan lingkar Gorontalo Outer Ring Road, namun 

hal tersebut tidak terjadi, dikarenakan terjadi penolakan dari warga sekitar disebabkan oleh besaran 

bayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan (Akuntu, 2017). Selain itu juga dalam laporan 

tambahan dari antara bahwa penolakan tersebut diakibatkan karena warga merasa sangat dirugikan 
karena banyak usaha mereka yang berada di wilayah pembangunan GORR tidak mendapatkan ganti 

rugi yang setimpal dari pemerintah (Paat, 2017).   

Selain persoalan pembayaran ganti rugi, terdapat beberapa alasan penolakan lainnya, misalnya saja 
penentuan harga oleh pemerintah terkait yang bersipat tertutup dan ditentukan secara sepihak oleh 

pemerintah. Selain itu terdapat intimidasi dari pemerintah yang bertugas mengatasi masalah tersebut. 

Kenyataan-kenyataan ini sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Friedrich-
Naumann-Stiftung sebagaimana disampaikan sebelumnya, tentang prinsip negosiasi; terkait 

keterbukaan, mencari jalan keluar secara bersama-sama dan bagaimana membangun kerjasama baru 

dari ‘kontrak’ yang telah disepakati. 

Ada juga Sebagian warga yang melakukan penolakan terhadap harga yang ditentukan kemudian 
dengan sebab itu pada akhirnya bisa mendapatkan harga yang sepantasnya. Soal-soal ini kemudian 
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membuat ketidakstabilan proses pembangunan karena sebagian warga menganggap ini wujud bahwa 

pemerintah tidak terbuka dalam pengelolaan anggaran atau pembayaran ganti rugi, sehingga proses 
dan upaya negosiasi tidak berjalan dengan baik dan cenderung menghasilkan lose-lose approach karna 

sampai saat ini masih ada warga yang belum mengijinkan lahannya untuk pembangunan jalan GORR. 

Persoalan penegak hukum belum kurang berkomitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-

undangan secara konsumen dan konsisten. 

Beberapa contoh kasus pembebasan lahan di tempat lain, menunjukan pola konflik yang hampir sama, 

misalnya saja terdapat perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan harga yang ditentukan oleh 

pemerintah. Namun, perbedaan pendapat tersebut segera mendapatkan jalan keluar. Misalnya saja 
pembangunan irigasi di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Pembebasan lahan ini mendapat 

penolakan dengan keras oleh warga, namun para pihak masih mau dan bersifat kooperatif terhadap 

penyelesaian sengketa. Upaya tersebut dibuktikan dengan diadakannya empat kali pertemuan dan 

kemudian melalui mediator masalah tersebut bisa diselesaikan dengan damai (Budi Sahabu, Saharudin 

dan Kolopaking, 2017).  

Contoh lain dari upaya negosiasi yang terhitung berhasil yakni pembebasan lahan dalam pelebaran 

jalan di Duduk Sampeyan Gresik. Pembebasan lahan yang terhitung pelik tersebut kemudian harus 
melalui beberapa proses tertentu, misalnya saja warga terdampak masih melakukan musyawarah, 

mediasi dan negosiasi untuk menempuh jalan damai dengan stakeholders terkait. Upaya-upaya ini 

dilakukan. Hanya saja, sengketa lahan seperti pembangunan GORR dan kasus pembebasan lahan di 
wilayah lain yang tidak melalui proses pengambilan keputusan dari awal perencanaan pembangunan 

dilaksanakan, sehingganya dalam proses pembangunan mengalami kendala dari warga setempat. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan data dan kajian yang telah dilakukan maka paling tidak ada 4 (empat) gagasan penting 
yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yakni: 

1. Harapan agar pembangunan GORR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai 

lapangan usaha atau sektor ekonomi di Kabupaten Bone Bolango, khususnya di Desa 
Talulobutu Selatan, hingga tahun 2020 masih jauh dari kenyataan. 

2. Salah satu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tani di Desa Talulobutu Selatan dengan 

adanya GORR adalah peningkatan nilai tambah usaha pertanian petani di Desa Talulobutu. 
Namun tampaknya sebelum pembangunan GORR, masyarakat tani di desa tersebut sudah 

memiliki infrasruktur jalan yang menunjang kebutuhan usaha tani mereka. Malah pada sisi 

lain, sejumlah petani yang ada di desa tersebut mengalami kerugian karena pengambilalihan 

lahan pertanian mereka untuk kepentingan pembangunan GORR. Sementara lapangan usaha 
lain belum cukup berkembang dengan baik di desa tersebut. 

3. Proses negosiasi pembebasan lahan pertanian di Desa Talulobutu Selatan tidak sepenuhnya 

memenuhi harapan petani di desa tersebut karena persoalan harga dan proses negosiasi yang 

tidak berlangsung secara terbuka. 
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